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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 
 

 

Tahun Sidang : 2021-2022 
Masa Persidangan : V 
Rapat  ke- : 4 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 

1. Sekretaris Jenderal,  
2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; 
3. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk 

Kelautan dan Perikanan; dan 
4. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/Tanggal           : Rabu, 25 Mei 2022 
Waktu : 10.45 WIB s.d. Selesai 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Membahas: 

1. Realisasi PNBP sektor Kelautan Perikanan; 
2. Persiapan Stok Benih Ikan di UPT untuk Pokdakan); dan 
3. Ekspor dan Impor komoditas Kelautan Perikanan. 

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) 
didamping oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Anggia Erma Rini, 
MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) 

Sekretaris Rapat 
 
Hadir      

: 
 
: 

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV     
DPR RI) 
A. 36 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris 
Jenderal); 

2. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 
Perikanan);  

3. Ir. Hari Maryadi, M.Si. (Plt. Kepala Badan 
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan); dan 

4. Gemi Triastutik (Kuasa Direktur Jenderal 
Perikanan Budidaya). 
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I. PENDAHULUAN  

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal 
Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk 
Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, membahas Realisasi PNBP sektor Kelautan Perikanan, 
Persiapan Stok Benih Ikan di UPT untuk Pokdakan, dan Ekspor dan Impor 
komoditas Kelautan Perikanan, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, 
Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan atas capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun 
sebelumnya, dimana di tahun 2021 sebesar Rp995,74 milliar dan 
per Mei 2022 telah mencapai Rp657,09 milliar dari target Rp1,9 
trilliun atau sebesar 34,56%. Selanjutnya Komisi IV DPR RI 
meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta 
strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Kontrak kerja sama dan 
membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan 
Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. 

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan 
Perikanan untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan 
ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka 
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 
ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV 
DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
melakukan penjajakan kesepakatan kerjasama (diplomasi) 
dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk hasil 
kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan. 

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan 
Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan 
(pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampung-
kampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih 
ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat 
kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir. 
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4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan 
untuk menyerahkan rincian terkait: 

a. Data-data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);  

b. Data Penangkapan Ikan terukur di WPP RI; 

c. Data inventarisasi aset beserta statusnya yang terbukti tidak 
operasional (mangkrak) terutama hasil temuan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan 
tahun berikutnya. Data diserahkan selambat-lambatnya ke Komisi 
IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan 
Perikanan yang akan datang. 

 
 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 13.00 WIB. 

 
 

Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

 
Ttd. 

 

Antam Novambar 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Sudin, S.E. 

A-151 

 


